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BANYUWANGI

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188 /29 /Kpts / 429.050 / 2026

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR : 188/27/Kpts/429.050/2026
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN (PPKom), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), DAN
ﬁ PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI

TAHUN ANGGARAN 2026
} SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
| KABUPATEN BANYUWANGI
|
|
‘ Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor

800.1.6.6/19.6/AZ/429.204/2026 Tanggal 20 Januari 2026 tentang
Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan
| Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia
pensiun Bupati Banyuwangi serta untuk menjamin kelancaran dan
efektivitas pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu melakukan perubahan
kedua Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pelaksana Teknis
ﬁ Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Banyuwangi Tahun Anggaran 2026 dengan menetapkannya dalam
Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dua kali
terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;




™

™

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014,

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;

10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banyuwangi;

11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun Anggaran 2026;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2026.

MEMUTUSKAN

Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banyuwangi tentang Perubahan Kedua Penunjukan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran
2026.

Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Dalam melaksanakan tugasnya PPKom, PPTK dan PPK berpedoman
pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-
undangan.

Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026.




KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Tanggal : 2 Maret 2026

)
NIP. 197211151992031007




LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR . 188/ 1:9 | Kpts / 429.050 / 2026
TANGGAL . 2 Maret 2026

PERUBAHAN KEDUA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK), DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026

NO. NAMA/NIP/GOL. JABATAN KETERANGAN
1. |ABDUL LATIP, S Sos., M. Si. Sekretaris DPRD Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)
NIP. 197211151992031007 Kab. Banyuwangi
Pembina Utama Muda (IV / c)
2. |ANACLETO DA SILVA DR, AP, Kabag. Persidangan d|Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
S Sos., M Si. dan Perundang- Untuk Kegiatan :
NIP. 197203021994021003 undangan 1 . Penyusunan dan Pembahasan Program
Pembina Tk. | (IV/ b) Pembentukan Peraturan Daerah
2 . Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah
3 . Penyelenggaraan Kajian Perundangan-
undangan
6 4 . Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/kete-

rangan dan/atau Naskah Akademik
5 . Bimbingan Teknis DPRD/pendalaman
tugas
6 . Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim
Ahli
7 . Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
8 . Penyusunan Program Kerja DPRD
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi
Masyarakat
9 . Pengawasan Kode Etik DPRD
10 . Penyusunan Bahan Komunikasi dan
Publikasi
11 . Pembahasan KUA dan PPAS
12 . Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS
Perubahan
13 . Pembahasan APBD
14 . Pembahasan APBD Perubahan
15 . Pembahasan Pertanggungjawaban
APBD
, 16 . Pengawasan Urusan Pemerintahan
n Bidang Pemerintahan dan Hukum
17 . Pengawasan Urusan Pemerintahan
Bidang Infrastruktur
18 . Pengawasan Urusan Pemerintahan
Bidang Kesejahteraan Rakyat
19 . Pengawasan Urusan Pemerintahan
Bidang Perekonomian
20 . Pembahasan Laporan Keterangan Per-
tanggungjawaban Kepala Daerah
21 . Kunjungan Kerja Dalam Daerah
22 . Pelaksanaan Reses
23 . Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan

Musyawarah
3. |IMAM BASUKI, S Sos. Kasubag. Kepro- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
NIP. 197211012005011006 protokolan dan Tata [Untuk Kegiatan :
Penata Tingkat | (Iil / d) Usaha 1 . Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Atribut Kelengkapannya

2 . Bimbingan Teknis Implementasi Per-
aturan Perundang-undangan

3 . Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor

4 . Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

5 . Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan
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. Fasilitasi Kunjungan Tamu
. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD

10 . Pengadaan Mebeleur

11 . Pengadaan Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

12 . Pengadaan Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

13 . Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

14 . Penyediaan Jasa Peralatan dan Per -
lengkapan Kantor

15 . Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor

16 . Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

17 . Pemeliharaan Mebeleur

18 . Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

19 . Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya

20 . Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

21 . Penyediaan Pakaian Dinas Atribut
DPRD

22 . Fasilitasi Fraksi DPRD

23 . Medical Chek Up

24 . Fasilitasi Rapat Koordinasi dan

25 . Publikasi dan Dokumentasi Dewan

26 . Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

27 . Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan
Tugas DPRD

28 . Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

29 . Penyediaan Jasa Surat Menyurat

o

4. IMOH. KHAIRUL ANAM, S AP. Analis Kebijakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
NIP. 196902121990031012 Ahli Muda Untuk Kegiatan :
Penata Tingkat | (111 / d) 1 . Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
2 . Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
5. IMOH. ALl IMRON Staf Bagian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
NIP. 196808171989031017 Keuangan Untuk Kegiatan :
Penata Muda Tingkat | (Il / b) 1 . Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2 . Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
3 . Penyelenggaraan Administrasi
Keuangan DPRD
4 . Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester-
an SKPD
6. |Dra. ENY MARIA ULFA, M. Si. Kepala Bagian Pajabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

NIP. 197310221993022002
Pembina (IV/a)

Perencanaan dan
Keuangan

Sekretaris\ DPRK,
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